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Kepada Yth.  
Bapak Menteri Keuangan  
di 
J A K A R T A 

Sebagaimana dimaklumi Tim Gabungan BPKP- Departemen Keuangan cq Satuan Tugas 
Gabungan BPKP-Bank Indonesia, telah melakukan pemeriksaan masalah pengendapan 
dana penerimaan negara pada Bank Pemerintah dan Bank Swasta.  
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terdapat pengendapan dana dengan jumlah 
kumulatif sebesar Rp 4,2 trilyun dalam jangka waktu bervariasi dari 2 hari sampai dengan 
200 hari, yang dilakukan dengan gali lubang tutup lubang(laping) secara berkelanjutan.  

Terdapat ketentuan mengenai batas waktu penyetoran atas penerimaan Negara oleh Bank 
yang bersangkutan ke rekening Kas Negara, namun ketentuan tersebut belum mengatur 
mengenai sanksi yang harus dikenakan terhadap Bank yang ternyata dengan sengaja me- 
lakukan penyetoran melewati batas waktu yang telah ditetapkan.  
Berkenaan dengan masalah tersebut di atas, kami mengusulkan agar terhadap 
pengendapan dana tersebut dikenakan sanksi administrasi.  
Dasar pemikiran pengenaan sanksi administrasi terhadap Bank yang ternyata dengan 
sengaja melakukan pengendapan dana tersebut adalah karena tindakan Bank tersebut 
telah dengan nyata merugikan keuangan negara, dan agar masalah pengendapan dana 
tersebut tidak terulang lagi untuk masa yang akan datang.  

Walaupun ketentuan khusus terhadap sanksi administrasi belum diatur, namun sesuai 
azas kepatutan (kebiasaan pedagang yang baik), terhadap Bank tersebut dapat diterapkan 
sanksi administrasi, karena :  

- Bilamana Wajib Pajak terlambat membayar ke Kas Negara maka Wajib Pajak 
dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan dengan batas waktu maksimal 
24 bulan.  

- Bilamana Pemerintah kekurangan dana, maka Pemerintah meminjam dahulu dari 
Bank Indonesia dengan dikenakan bunga.  

- Bilamana masyarakat menyimpan uang di Bank maka masyarakat akan diberi bunga.  

Demikian usul kami, bilamana Bapak Menteri keuangan sependapat, maka untuk 
mengatasi masalah yuridis dan sebagai dasar pelaksanaannya di lapangan, kebijaksanaan 
Menteri Keuangan tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk tertulis.  

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.  
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